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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang Laporan KKL
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan, baik dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. 
Hal utama diantaranya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima adalah transparansi pelayanan. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik salah satu diantaranya adalah meliputi prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
Sejalan dengan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini akan memberikan keleluasaan sekaligus tantangan bagi pemerintah  kabupaten dan kota dalam mengembangkan potensi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul di daerahnya masing-masing. Dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada di daerah tersebut, maka harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah, yaitu kemampuan dalam mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima, diantaranya dalam hal pelayanan perizinan. 
Kota Bandung merupakan pusat perkembangan industri, properti, perdagangan, pariwisata, dan sebagai kota jasa yang bermartabat, memberikan peluang bagi para investor untuk berinvestasi di kota Bandung. Potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Kota Bandung tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengembangkannya. Oleh karena itu diperlukan .upaya-upaya tertentu yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan perkembangan potensi dan peluang investasi tersebut.


Upaya Pemerintah kota Bandung  dalam mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya ialah dengan membentuk satu lembaga teknis  yang mengemban tugas dan fungsi dalam memberikan layanan yang lebih responsif, bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan memiliki kepastian hukum. Pembentukan lembaga birokrasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat  dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan/kebijakan di bidang investasi dan pelayanan perizinan serta sebagai upaya dalam mewujudkan Bandung Kota Jasa Yang Bermartabat. Lembaga birokrasi tersebut bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  Perizinan Terpadu (BPMPPT). BPMPPT menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan pola terpadu satu pintu (PPTSP), sehingga masyarakat maupun para investor dapat mengajukan berbagai jenis pelayanan perizinan yang diberikan dalam satu tempat. 

Penanaman investasi sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Begitu pun bagi daerah Kabupaten dan Kota yang sekarang ini berjalan dalam konsep otonomi daerah. Akan tetapi masyarakat kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang dirasakan berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan dan kepastian waktu dalam proses dan penyelesaiannya. Oleh karena itu  banyak pemerintah daerah yang berusaha dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan investasi. Pemerintah daerah Kota Bandung sendiri berinsiatif dengan membentuk unit pelayanan terpadu, yaitu BPMPPT. Namun terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para investor. Secara umum kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain salah satunya ialah karena pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan. Semerawutnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan ini, salah satunya disebabkan karena prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan.

Permasalahan transparansi (keterbukaan) menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kurangnya transparansi dalam pelayanan publik, diantaranya menyebabkan prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan. Prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan menyebabkan munculnya masalah ketidakpercayaan masyarakat dan para investor. Permasalahan seperti ini tentu harus dapat diatasi oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Bandung, harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan kepercayaan masyarakat maupun para investor dalam rangka mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. 
Pemerintah Kota Bandung harus mampu membangun citra pelayanan yang lebih baik. Citra pelayanan pemerintah Kota Bandung harus dibangun berdasarkan komitment yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dalam konteks Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung, citra penting yang mendasari adalah penyederhanaan sistem, transparansi, pemberantasan korupsi dan penerapan pelayanan prima memenuhi sepenuhnya harapan masyarakat akan kemudahan perizinan. BPMPPT harus memiliki prosedur pelayanan perizinan yang mampu mencerminkan citra penting dalam konteks penyelenggaraan PPTSP tersebut.

Berdasarkan latar belakang  tersebut diatas, maka penulis tertarik dan berinisiatif dengan mengambil judul, Prosedur Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota.
1.2.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1.
Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung ?
2.
Bagaimana tata cara penanganan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung ?
3.
Bagaimana tata cara penyampaian hasil pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung ?
4.
Bagaimana tata cara penyampaian pengaduan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung ?
1.3.
Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung. 
Adapun Tujuan dari penelitian ini antara lain :
1.
Untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
2.
Untuk mengetahui tata cara penanganan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
3.
Untuk mengetahui tata cara penyampaian hasil pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
4.
Untuk mengetahui tata cara penyampaian pengaduan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
1.4.
Kegunaan Laporan KKL

1.  Kegunaan bagi penulis
Hasil laporan KKL ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
2.    Kegunaan Teoritis
Hasil laporan KKL ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
3.     Kegunaan Praktis
Hasil laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi pemerintah BPMPPT Kota Bandung mengenai prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
1.5.
Kerangka Pemikiran
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 26 tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Kemudian berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan bahwa prosedur pelayanan sekurang-kurangnya memuat :
1. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan;
2. Tata cara penanganan pelayanan;
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, dan

4. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.


Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pelayanan menurut KEPMENPAN Nomor 26 tahun 2004, bahwa ke empat Tata cara yang dimaksud dalam KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, yaitu tata cara pengajuan permohonan pelayanan, tata cara penanganan pelayanan, tata cara penyampaian hasil pelayanan dan tata cara penyampaian pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan


Tata cara pengajuan permohonan pelayanan ialah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka  mengajukan suatu permohonan pelayanan agar permohonan yang diajukan tersebut dapat dilayani atau diproses ke tahap berikutnya. Pada tahap ini biasanya memuat tahap-tahap dan cara-cara yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan tertentu kepada petugas atau pejabat yang berwenang memberikan pelayanan tersebut. 
2. Tata cara penanganan pelayanan

Tata cara penanganan pelayanan ialah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka menindak-lanjuti atau menangani suatu permohonan pelayanan yang diajukan. Pada tahap ini petugas atau pejabat yang berwenang harus menangani dan memproses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata kerja dan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan

Tata cara penyampaian hasil pelayanan ialah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai ditangani. Pada tahap ini permohonan pelayanan yang telah ditangani oleh petugas atau pejabat yang berwenang akan disampaikan hasilnya kepada pemohon yang bersangkutan. Pemohon dapat menerima hasil pelayanan dengan memenuhi ketentuan tertentu yang berlaku dan terkait dengan jenis pelayanan yang diajukan.
4. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.

Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan adalah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat menyampaikan pengaduan yang berhubungan dengan masalah pelayanan. Pemohon dapat mengadukan atau mengajukan masalah ketidakpuasan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap tahapannya. 

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pelayanan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan merupakan petunjuk atau pedoman mengenai tahapan-tahapan dan cara-cara yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pelayanan. Setiap tahapan yang termuat dalam prosedur pelayanan saling berkaitan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara berkelajutan. Dengan dimuatnya atau tersedianya tata cara seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan memberikan arahan, kejelasan dan kepastian bagi pemohon maupun bagi pemberi pelayanan dalam melaksanakan rangkaian proses pelayanannya. 

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan PPTSP, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Kemudian yang dimaksud dengan izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah Penyelenggara PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. BPMPPT merupakan lembaga teknis sebagai penyelenggara PPTSP. BPMPPT Kota Bandung berdiri tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Dan pelayanan perizinan satu pintu mulai efektif melayani pada tanggal 29 Juli 2008. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung adalah tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen dilaksanakan dalam satu lembaga teknis perangkat daerah yaitu BPMPPT Kota Bandung. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Tata cara pengajuan permohonan yang dimaksud adalah tata cara pengajuan permohonan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
2. Tata cara penanganan pelayanan yang dimaksud adalah tata cara penanganan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan yang dimaksud adalah tata cara penyampaian hasil pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
4. Tata cara penyampaian pengaduan yang dimaksud adalah tata cara penyampaian pengaduan pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
1.6.
Metode dalam Laporan KKL
1.6.1 Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam Laporan KKL ini adalah Metode Deskrptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif menurut Soehartono bahwa:

”Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35).” 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke instansi yang terkait.
1.7.
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL


Lokasi tempat penelitian adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Jln. Cianjur No. 34 Kota Bandung. Telp. (022) 7217487, (022) 7217663. E-mail: bpmppt[at]bandung.go.ids. Website: http://www.boss.or.id.
Adapun waktu pelaksanaan KKL, untuk Lebih jelasnya  dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
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